
kungan Pemkot Cimahi.
"Perwujudan akuntabilitas ini

merupakan salah satu cara men­
jagaamanah yangharus dipertang­
gungjawabkankepadamasyarakat,"
tuturnya.
Catatan dalam OpiniWTPtahun

inimasihmunculmeskijumlahnya
makin berkurang. Hal terse but
artinya menjadi pemantik untuk
pemerintah semakin memper­
baiki kekurangan.
"Mernang ada sedikit catatan,

seperti pengelolaan aset daerah,
tapi tidakterlalumengkhawatirkan
juga karena terus kita proses ber­
sarna BPN. Asetnya masih kita

Klipping Media Massa

ClMAHI- Buah dari kerja keras dagri) Nomor 64Tahun 2013ten­
yang dilakukan Pemerintah Kota tang Implementasi Pemerintah
Cimahi dalam menyampaikan Berbasis Aktual.
laporankeuanganmendapathasi! "Kami berupaya bagaimana
maksimal. Badan Pemeriksa Keu- kami dapat melakukan penyusu­
angan (BPK)pun langsungmeng- nan laporan keuangan sesuai
ganjar Pemkot Cimahi dengan kaidah akuntansi keuangan pe­
penghargaan opini Wajar Tanpa merintah dan hal ini diapresiasi
Pengecualian (WTP).Dengan be- pemerintah pusat," ujar Wali­
gitu, Cimahi menjadi langganan .. kota Cimahi, AjayM.Priatna, saat
peraih opini tersebut. ditemui di Kantor Pemerintahan
Pemberian opini WTPoleh BPK Kota Cimahi Ialan Demang Har­

terhadap Laporan Keuangan Pe- djakusumah,Selasa (25/9).
merintah Daerah (LKPD)didasar- Menurut Ajay,OpiniWTPdiraih
kan pada Peraturan Pemerintah dalam rangkamewujudkan akun­
(PP) Nomor 71 Tahun 2010, dan tabilitaspengelolaan dan pertang­
Peraturan DalamNegeri(Permen- gungjawaban keuangan di Iing-
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